PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACTH TAMIANG
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG
PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS- DINAS PAERAH KABUPATEN ACER TAMIANG

BISMITLAHIRRAIMANIRRAHIM
DENGAN RAIMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATIACEH TAMIANG,

Aenimibang : a DBehwadalam rangka pelaksanazn Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Peserintahan Daerah sebagaimana
telah dubah dengan Undang-Undang Nomeor 8 Tabun 2005
tentang Peaetapan Peraturn Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas
Unéang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daersh menjadi Undang-Undang dan
Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, dipandang perlu menata kembali
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Aveh Tamiang sesual dengan kerakteristik,
potensi, kebutuhan dan kemampuan Dacrsh;

b. Bab k ik bagaimani dimaksud
pada huruf a, perlumembentuk Qanun tentang Penataan




Mengingat

Susunan Organisasi dan Tata Kezfa Dinas- Dinas Dacrak
Kabupaten Aceh Tamiang.

Undaag-Undang Nomor 24 Taffin 1956 teatang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utsra. {Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 8 Yahun 1574 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Ind ia Nomor 3041) seb

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169; Ternbahan Lembaran Negata Nomar 3890);
Undang-Undang Nomer 44 Tahun 1999 tentang
Penyelengparsan Keistimewagn Propinsi Dacrah Tstiinewa
Acch. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomior 3893);

Undang-Undang Nemor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Acch Barat Days, Kabupaten
Gayo Lucs, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Rayadan Kabupaten Acch Tamiang. (Iembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembuaran Negar Republik Indonesia Noror 41 76y -
Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang

* Fembenlukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran

Negara Républik Indonesia’ Tahun 2004 Nomor 53,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389)

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemerinishan Daerah sebagaimana telah diuhal dengan
Undang-Tndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan



Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3
Tehun 2005 tentang Perubshan atas Undang-Undang
Nomor 32 tentang Pemerintahan Dacrah metjadi Undanp-
Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambaltan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang ‘Nomor 33 Tahum 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintzh Pusat dan
Pemerintah Daersh, (Lembazan Negera Republik Indonzsia
Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republil Indonesia
Tabun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talin 2000 Nomor 54, Tambahan Lernbearan
Nepara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintak Nomor & Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah (Lemberan Negara
Repubiik Indonesta Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );

Drengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG

dan

BUPATIACEH TAMIANG




MEMUTUSKAN :

Menetapkan ¢ QANUN  TENTANG PENATAAN  SUSUNAN

b.

ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUFATEN ACEH TAMIANG

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qamm ind yang dimaksud dengan :

a.  Daerah adaluh Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang;

Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah schagai wnsur
peayelenpgara Pemesintahan Daeraty,

e Bupati adalah Bupati Aceh Tarniang;

d. Waldl Bupsti sdalah Wakil Bupati Acch Teniang,

e tat Dacrah yang selanjuinya disebul SETDA adalsh Sekretariat Dacrsh
Kabupaten Aceh Tarmiang;

£ Sekretaris Dscrah yang selanjutnya disebut SEK DA adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Acel Tumiang;

4 Dinas-Dinas Daerah yang sclanjutya disebul Dinas adalah Dinas Dascah
Kabupaten Aceh Tamiang;

h. Kepals Dinasadalah Kepalz Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

i Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjuinya discbut UPTD adalzsh Uit
Pelaksana Telnis Dinas Kabupaten Aceh Tamiang scbagai unsur pelaksana
operasional di Japangan;

J- Kepala UPTD adsalah Kepala Urit Pelaksania Teknis Dinas Kabupaten Aceh

' TamTang;dan

k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsionat pada Dinas-

Dinas Kabupaten Aceh Tamiang.




BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pengan Qanun ini ditata Susunan Qrgamisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Labupaten Acch Tamiang sebagai berikut:

1) Dinas Pendidilcan;

2)  1Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

) Dinas Koperasi, [‘crm:lusu‘lmdanl’cxd‘\gﬂng.m,

)} Dinas Syatiat fslam;

) Dinas Kesehatan;

) Dinas Kelmran dan Perikanar;

) Dinas Pekerjaan Umum Daerah;

) Dinas Perhubungan Dan Pariwisata;

) Dinas lenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera;

10} Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Holtkaltura;dan

1) Dinas Kebersihen, Pertamanan, Linglkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran.

BAB T
ORGANISAST
Kedudukan, Tugas Polwl dan Fungsi

Pasal 3

) Dinns erupaken ursur pelaksana otomomi decrah, dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA;
}  Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusaa pemerintah daeral berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan ;
) Dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2} Dinas
menyelenpgarakan fumy
a pemmusankem_;akm:|c}unssmumde.ngpn]mg)mpmgamya
b. usan pemerintah: unium sesuai dengan

hrulmp tugasaya;




c. pembinamn dan pelaksanzan tuges sesuai dengan lingkup tugasny:
dan

4. pelaksanaan rugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesue
dengan tugas dan fungsinya.

Ragian Pertama
DINAS PENDIDIKAN

Paragraf1
Kedudukan, Tugas Pokak dan Fungsi

Pasal 4
Dinas Pendidikan merupakan umstr pelaksana pemerintah daerah sceara ofonon

dibidang Pendidikan dipimpio oleh seorang Kepala yang berada di bawah da
bertanggumg jawak kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 5
Dinas Pendidikan mermpuryai tugas molaksanak 1 fisasi dibid
Pendidikan.

Pasal 6
Dak tengparakar hagai dirnaksid dalarn Pasal 5, Dinas Pendidika

mempunyai fngsi:

4 pelaksanzan urusan Ketatausahaan Dinas ;

b.  penyelenggaraan dan penpawasan Pendidikan Dasar, Menengah,da

pendidikan luar sekolah serta bina program;

penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan mutu pendidikan;

d.  penyusunan kebijakan teknis i hidang pendidikan dasar, mencngah, dan lug
sekolah serta pada bidang program;

e, pemberlan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidan
pendidikan ; &

i



(1)

2

3)

pelaksanaan clan pembinaan teknis di bidang pendidikan, kebudayaan dan bidang

pendjdﬂmnluamcknlab
ibinzan teknis pada bidang pendidikan huar sekolah yang meliputi

dayﬁhdanpamm?mn,
pengelolaan administrasi um\im, yﬂng meliputi pekerjaan knunusahwn
kepegawaian, keuaugmn, dan
Kketatalal
pembinasn UPTD dan kelompok Jabatan fungsional sesuai dengan lingkup

Jaksen; tupas-tugas kedi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesusi
dengan bidang tugasnyz.

Paragral 2
Susunan Organisasi
Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Pendidiken terdiri dari:
a Keml.mDmag

b. Sekretaris; *

c. Bidang Pendidilean Dasar;

d. Bidang Pendidikan Menengah;

e. Bidang Pendidikan Luar Sekolaly;

£ Bidang Bina Program;

2 Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

h Kelompok Jubatan Fungsional.

Sekretaris terdiri dari:
a. Sub Bagian Umunrdan Kepepawaian,
b. Sub Bagian Kevangan.

Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
a. Scksi Kurikulum dan Kesiswaan;
b. Seksi Pengembangan Mutirdan Tenaga Kependidikan.




e

(6)

@

Bidang Pendidikan Meniengah terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
b. Seksi Pengembangan Muti dan Tenaga Kependidikan,

Didang Pendidikan Luar Sekolzh terdir dari :
a, Seksi Kebudayaan;
b. Seksi Pengembangan.

Bidang Bina Propram tendin dari;
a. Seksi Perencanaai;
b. Seksi Data, Evalulasi dari Pelaporan.

Pasal 8

"Tugas pokok, fungsi dan uraian tugss Bagian dan Bidang, Sub Bagian serta Seksi
akan diatur lebih fanjut dengan Peraturan Bupati;

Bagan struktur erganisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang
sebagaimens tercantim dalam lampiean I merupekan bagian tak terpisahkan
dengan Qanun ini,

Bagian Kedua
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Paragraf1
Kedudukan, Tugas Pokek dan Fungsi

Pasal 9

Dinas Ketutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah
secara Otonom dibidang Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Dinas Kehutanan dan  Perkebunan p i tugas

Pasal 10




wenangan desentralisasi dibidang Kelutanan dan Perkebunan

Pasal 11
jalarn men; tugas sebagaimana dimak dalam Pasal 10, Dinas
chutanan dan Perkebunan mernpunyai funpsi:
pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas;
kebijak knis dibidang ket dan perkebunan sesuai dengan
Iugasnys;
pemberian perizinan dan pelaksanan pelayanan wnuin dibidang keitansan dan
perkebunan sesuz dengan | yang dimilild daerah dan kebijakan yang
ditetspkan oleh bupati;

penyusunan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompak jabatan fangsional sesuai
dcngm Iingkupmg,asnva;
mlrkﬂﬂ.‘iﬂkﬂn hutan;
melakukan peng]sx jauan, konservas tanah dan air;
dalian techadap peredaran, penjualan hasil

perkebunan d.nnllasi[ kehutanan;
pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjsan ketatansahaan,
kepegawaian, keuangan, perlenpkapan/peralatan,  organisasi  dan
keetatalaksuraan;

1unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fanpsional sesusi
dengan lingup tugasuya; dan
peleksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai
denpan bidang tugasnya,

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12
Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdin dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris;




@
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2]

®)

¢, DBidang Konservasi;

d. Bidang Perlindungan dan Pengembangan;

e Bidanp Produksi;

£ Bidang Pembinaan SDM dan Kelembagaan Tank;
g Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

b, Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris terdici dari:
a. Sub Bagien Umure dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanasn dan Keuangan,

Bidang Konservasi terdiri dari:
# Scksi Rehabilitas] Lahan;
b, Seksi Konservasi Tanah dan Air.

Bidang Perlindunpan dan Pengembangan terdird dari:
a Sekst Pengawasan, dan Perlindungan;
b, Seksi Pengembangan dan Perizinan,

Bidang Produksi tendirf dan :
a. Seksi Produksi Perkebuban
b. Seksi Produksi Hutan.

Bidang Pembinaan DM dan Kelembagaan Tani terdiri dari:
a. Seksi Penyuluhan;
b. Scksi Pembinaan.

Pasal 13

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian dan Bidang, Sub Bagian serta Seksi
akan diatur lebih Janjut dengan Peraturan Bupatt;

Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh
Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran 1T merapakan bagian tak
terpisahkan dengan Qanun ini.




Bagian Ketiga
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Paragraf |
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdegangan merupakean unsur pelaksanan
Pemerintah Daesah secara Otonom dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertangguny jawsh kepada
Bupati meelalui SEKDA.

Pasal 15

Dines Koperasi, Perindustrian dan Perdagangen mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan desentralisasi dibidang koperasi, Perindustrian den Perdagamgan,

Pasal 16

Dhalam menyelenggaralin tugas sehagaimana dimaksud dalam pasal 1 5, Dinas Koperast,

perindustrian den Perdapangan merpunyai fangsi :

a4 pelaksanasn urusan ketatausahamm dinas

b perumusan dan kebijakan teknis dibidang koperasi usaha kecil, menengah,
perindushian dan ertz 1an modal sesuai dengan peraturim
perifidang - imdanpan.

e Pemberian perizinan dan peleksanean pelayanan umum dibidang koperasi,
perindustrian dan perdagangan serta penanaman modal sesual dengan
kewenangan yang dimiliki daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati;

d.  penyelenggarasn barang dan jasa dibidang industri dan perdagangan ;

e penyelenggaraaan kemitraan bidang penanaman modal dengan industr kecil,
menengah dan scktor ekonomi lainmya.

m  pengelolaan administrasi umum, ;ang md.ilei pekerjaan kelatamahaan.
Lepegawaian, keuangan, fperalatan, organisasi dan k i

n.  pembinann unit pelaksana leknis dinas dan kelompok jabatan fingsional sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan




[89]

@

3)

@

3)

1k . kedinasan lainnya yang diberi

&engmn bidang tugasnya,

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustriasn dan Perdagangan

Paragraf2
Susunau Organisasi

Pasal 17

terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris;

¢ Bidang Koperasi;

d Bidang Perindustrian

e. Bidang Perdagangan;

f  Bidang Penanaman Modal,

& Unit Pelaksana Tekds Dinas; dan

h Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris terdiv dari:
a. SubBagien Umum dan Kepepawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

Bidang Koperasi terdiri dari:

a. Selsi Kelembagaan dan Perizinan;
b Scksi Simpan Pinjam,

Bidang Perindustrian terdiri dari:

4. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
b, Scksi Idim Usaha dan Penizinan.

DBidang Perdaganpan terdin dari:

a. SeksiPenga dan Perlindungan K.
b. Scksi Promosi dan Pemasaran.




Ridang Penanaman modal terdir dan:
4. Seksi Pepelitian dan Perizinan;
b. Seksi Permodalan dan Investasi.

Pasal 18

Ti kok, flmpsi dan uraian tupas Bagian dan Bidang, Sub Bagian secta Selisi
akan diatur Lebih lanjut dengan Peraturan Bupeti;

Bagan struklur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kahupaten Aceh Tamiang sebageimena tercantum dalam lampivan Timerupakan
bagjantalk terpisabkan dengan Qanun ini.

Bagian Keempat
DINAS SYARIATISLAM

Pacagrafl
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

{nas Syarf'at Jslam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah secars otomom
impin olch seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan berlanggung jawab
pada Bupatl melalul SEKDA

Pasal 20

inas Syari'at Islam mempunyal tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi
idang Syari’at lslam.
Pasal 21

hlam menyelengpaakan tugas sebapaimana dimaksud datam Pasal 20, Dinas Syartat

fam mempranyai fungsi:
pelaksanazn urusan Ketatausahaan Dinas |




Y]
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pelaks: i program, pad; dan petunjuk teknis dibidang syari’s
Tslam;

pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia untuk  kelancayg
pelakseraan Sj-'s.ri‘az leiam

¥ b Jak syart at Tshan;
1ak birnbingan dan terhadap pelak syari’at islam
pe]lk.'a"‘l’m&‘l kooldm,asl dengan satuan kerja  dan plhak lain yany
dengank pelaksar [uk i"atislam;

pengelolaan administras vmum, yang mt.hpwx peketjaan ketatausahaan
kepegawaian, keuangan, perlengkapaniperalatan, organisasi  dar
kelatalalisanaan;

pembiteaan urit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesua
dengan linghup wgasnyva; dan

pelaksanaan tugas-lugss kedinasan lninnya yang diberikan oleh Bupati sesua
dengan bidang tugasnya.

Paragraf2
Susunan Organisasi
Pasal 22
Susunan Organisasi Dinas Syari’at Islam terdid dari:
a. KepalaDinas;
b. Seckretars;

©. Bidang Peribacatan;

d. Bidang Pembinasn Sumber Daya Manusia;
e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;

f Bidang Pengawasan;

& Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsionl.

Sekvetarls terdiri dari:
a, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
b. Sub Bagian Perencanzan dan Kevangan.

[ =%
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Bidang Peribadatan terdir dari:
a. Scksi Penataun Sarana Peribadatan;
b, Seksi Penyemazakan Syiar Islam.

Bidang Pembinaan Sumber Daya Mansia terdiri dari:
4, Seksi Pembinaan Pengembangen Dai;
b. Selesi Pembinaan Tenaga Peribadaten,

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
& Selksi Penelitian dan Penglenjian;
b. Seks] Pengembangan Syariat,

Bidang Pengawasan terdiri dari:
a. Seksi Pengawasan dan Pencegahan;
b. Seksi Bimbingan Syarint lslam.

Pasal 23

Tugss pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian dun Bidang, Sub Bagian dan Seksi
akan diatur lebib lanjut dengan Peraturan Bupeti;

Bagan struktur organisasi Dinas Sysri’at Islam Kabupaten Aceh Tamiang
schapaimana tercantum dalam lampiran TV merupakan bagian tak
terpisshkan dengan Qanum ini.

Bagian Kelima
DINAS KESEHATAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Dacrah secara otonom
fdipimpin oleh searang Kepala vang berada di bawah dan. bertaggung jawab kepada
Bupati melalui SEKDA.



Pasal 25

Dinas Kesehatan memptnyai b kan k lisasi dibidang
Pelayanan Keschatan,
Pasal 26

Dalam menyelenggarakan tupas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas

Kesehatan metnpunyai fongsi:

& pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas;

b, pelaksanaan penyusunan program, pedoman dan petimjuk fekais dibidang
kesehatan;

c.  pelaksanaan pembimasn sumber daya manusia untuk  kelancaran
pelaksanaan kesehatan;

d.  pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dan
penyehatan lingkungan;

e melaksanakan pengawasan dan perijinan dibidang kesehatan dan usaha distribusi
obat, persediaan farmasi;

£ meleksanakan koordinasi deagan satuan kerjadan pihak lein yang menyanghut
dengan kelancaran pelaksanasn kesshatan;

&  pengelolaan administeasi wmum., yang meliputi pekerjaan ketatsusahaan,
kepepawaian,  keuangan. perlengkapan/peralatan, organisasi  dan
ketatalaksanaan;

b pembinamn unit pelaksana teknis dinas dan kefompok jabatan fungsional sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan

i pelaksanaan wugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tuasnys,

Paragraf2
. Susunan Organisasi
Pasal 27
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdini daf:

a  KepalaDinas;
b. Sekretaris;




. Bidang Upaya Kesehatan dan Farmasi;
BldangPembcmmasaanya]ﬂ(

Bidumg Peny Lingk Penyuluban;
Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi;

Unit Pelaksana Teknis Dinas;
Kelompok Jabatan Fungsional.

FRome pp

Sekretaris terdin dani:
4. Sub Bagian Umun dan Kepegawaian:
b. SubBapian Perencanaan, dan Kenangan.

‘Didang Upaya Kesehatan dan Faemnasi terdiri dari:
2. Scksi Pelayanan Kesehatan;
b. SeksiFarmasi dan Alat Keschatan,

Bidang Pemberantasan Penyakit terdiri dari:
& Seksi Penprmatan dan Pencegahan Penyaldt;
b. SeksiPemberantasan Penyakit

Bidang Penychatan Lingkungan dan Penyuluhar terdiri dari:
a. Seksi Penyehatan Linglamgan dan Perizinan;
b. Seksi Penyuluben Keschatan.

Bidang Kesebatan Keluargadan Gizi terdir dari:
a. Seksi Kw.haLanKr,lumga,

Pasal 28

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi
akan diatur lebih lamu(denganl’mjumn Bupati,

Bagan struktur organisasi. Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang,
schagalmana tereanum dalam lampiran V. merupakan bagian tak
terpisahkan dengan Qanun ini.




Bagian Kecnam
DINAS KELAUTAN DAN PERTKANAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tupas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsar pelaksana Pemegfintah Daerah se
Otonom dipimpin oleh seorang Kepals Dinas yang berads di bawah dan hertangg
Jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 30

Dinas Kelantai dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenan
desentralisasi dibidanp Kelautan dan Perikanan,

Pasal 31

Dak ! s i dimaksuct dalarn Pasal 30, Dinas Kelax

dan Pesikanan mempunyai fungsi:

4.  pelaksanaan urusan K etatausahaan Dinas ;

b.  pelaksanaan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis dibid:
kelautan dan perikenan;

& pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia ik kelancaan pelaksan:
bidang produksi, ussha tani dan nelayan serta pengembangan

d. Pemberian pengawasan aeimisdanmg;as—mmsp:laksanaandibidangw]:ar
yang menjadi kewenangan dazrah ;

e pengelolaan pembinaan usaha dan pelayanan perizinan dibidang eksplor:
kelautan dan perikanan serta hutan balcaw;

£ penelifiandalam bidng perikanan spesipik sesusi kepetluandan kemdisi inglamg
ekonomi daerah, seria pengufian penerapan teknologi anjuran;

& pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausaha:
} i k lengkapan/peralatan, organisasi d

keep
kelatalaksanaan;




@
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pembinaan unit peiaksana tekais dinas dan kelompok jabatan fimgsional sesua
denypn lingkup Wgasnyzdan.

tugas-tugas kedinasam lainnya yang diberikan oleh Bupati sesual dengan bidung
lugasmye.

Paragrafl 2
Susunan Organisasi

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Kefautan dan Perikanan terdir dari:
Kepala Dinas;

Sekretanis;

Fiiding Pengendalian Sumber Days:

Bidang Produlsi;

Bidang saha Tanil dan Nelayan;

Bidang Kelembagaan dap Pemberdayazn Masyarakat Pesisir;
Unit Pelaksana Teknis Dinas; den

. Kelompok Jabatan Fungsional.

Fume AR TR

Sekretaris terdic dai:
a. Sub BagianUmum dan Kepegawaian,
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Pengendalian Sumber Daya terdiri dani:
a, Seksi Pengendalian Ekosistin;
1. Seksi Pengawasan Sumberdaya.,

Bidang Produksi terdiri dari:
4. SeksiBina Usaha Penangkapan dan Budi Daya;
b. Seksi lsaha Sarana dan Prasarana,

Bidang Usaha Tani dan Nelayan terdiri dari:
a. Seksi Bimbingem Usaha;
b. Seksi Perizinan,




(6}, Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir terdisi dari:
a. Scksi Penyuluhan;
b, Seksi Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 33

M Tugas pokok, fungsi dan uraisn tugas Bagian dan Bidang, Sub Bagian, Selesi
akan diatur lehih lanjut dengan Peraturan Buipati;

{2)  Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Acch
Tamiang scbagaimana tercanturn dalam lampiran VI mezupakan bagian tak
terpisahkan dengan Qanuz ini,

Bagian Ketujul
DINAS PEKERTAAN UMUM DARRAH

Paragraf1
Kedudulan, Tugas Pokolt dan Fungsi

Pasal 34

Dinas Pekerjaan Unum Dacrah adalah unsur pelalcsana Pemerintah daerab
secara otonotn dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawsh dan. bertanpgung
jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 35

Dinas Pekerjaan Umum Daersh punyai tugas melaksanakan k

desentmlisasi dibidang Pekerjaan Umum.

Pasal 36

Dalam menyelengparakan tugas schagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas
Pekerjaan Urnum Dasrah mempunyat fungsi:




pelaksanaan urusan Ketatausshaan Dinas ;
perencanian penytluugguman dan penclapan serla pengawasan pada
pengairan, cipta karya, peral: perizinan;
™ lolaan perizinan, an dan 1 sarana dsn prasana
kebinamargaan, pengairan, ciptzkarya dan peralatan;
pelaksanaan  penanggulangan  hemcana  alam  serta usaha-usaha
pengendalian erosi dan abrasi pantai lokal:
pen&,h ola:m mjmlmstrm i, yang meliputi pekerjaan keiamuxahaan,
, perlengka; i dan

Letatalaksanasn;
pembinzen vnit pelalsana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai
dengin lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan tugas- tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch bupati sesuai
dengan bidang tgasaya.

Parugraf2
Snsunan Organisasi

Pasal 37

Susunan Organmsx Dinas Pekerjaan Umum Daczah terdivl dari:

a
b
¢. Bidang Bina Marga;
d. Bidang Pengairan;

! e Bidang Cipta Karya,
L Bidang Peralatan dan Perizinan:
& Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris terditi darl:
& Sub Bagian Umnum dan Kepegawaian:
b. Sub Bagian Perencanazn dan Kenangan.
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Bidang Bina Marga terdiri dari .
& Seksi Perencanaan Teknik dan Pemeliharaan;
b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Bidang Pengairan terdiri dar
a. Seksi Irigasi, Sungai dan Rawa;
b. Scksi P Teknik dan Pemelil

Bidang Cipta Karya terdisi dari:
a. Sekesi Tata Ruang dan Perumahan;
b. Seksi Tata Bangunan dan Pemelihataan,

Bidang Peralatan dan Perizinan terdiri dari;
4. Seksi Peralatan:
b. Seksi Perizinan.
Pasal 38

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian dan Bidaryz, Sub Bagian dan Seksi
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Bagan struktus organisusi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Acel
Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merpakan bagian tak
terpisahlan dengan Qanun ini.

Bagian Kedelapan
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Polok dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakanunsur pelaksana Pemerintah daerah
secara otonom dipimpin eleh seorang Kepala vang herada di bawsh dan bertanggung
Jjawab kepada Bupati melalui SEEDA.




Pasal 40

Dinns Perhubungan dan Pariwisata mempunyal tugas melaksanakan kewenangan
desentralisasi dibidang Peribungan Dan Parwisata serta tigas

lain yang diberikan olch Bupati.

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas

P dan Pariwi; i fungsi:

g pelaksanaan umsanKmslxusaluﬂu Dinas ;

b.  perumusankel is dibick T i dengan
hldnngmgasnym

c.  perencanaan dan p 1 Aan serla pengay dibidang anglutan dan
perizinan, pengendslian dan operasional. telekomunikasi serta teknik sarana dan
prasarni;

d. pembenan pennnan dan pelaksanaan pelayanan umum  dibidang
pariwisata sesuzi dengsan kewenar Jan kebijedean yang
ditetapkan oleh bupati;

& perumusan kebijakan teknis dalam Jasa pelayanan, pengelolaan
pertnbungan darat (lahu lintas anpkutan jalan), pengelolaan perhubungan laut/
‘pelabuban, pengelolaan perubingan wdara’ bandara, yang menjadi kewenangan
daerah;

f  pengkaeordinasian pelaksanaan kegiatan pemeliharasn perhubungen dan
pariwisaia sesuai dengan program, pedeman dan petunjuk teknis;

g penetapan standar batas makslinum muatan, berat kenderaan,
pengangkutan dan tertib pemanfaatan;

h  pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, orgamisast  dan
ketatalaksanaan;

pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fiungsional sesuai
dengan linglop tugasnya; dan

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai
dengan bidang tupasnya.
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Paragraf2
Suosunan Organisasi

Pasal 42

Susunan Organisasi Dinas Pethubungan dan Pariwisata terdiri dari:
Kepala Dinas;

Sekretarls;

Bidang Perizinan dan Telekomunikasi;

Bidang Pengendalian dan Operasional;
Bidang Teknik Sarana dan Prasarana;

Bidang Pariwisata;

Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

Kelonpok Jabatan Fungsional.

Fri Bng pap Oop

Sekretaris terdiri dari:
g, Sub Bagian Umnum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

Bidang Perizinan dan Telekomunikasi terdir] dari:
a. Seksi Perizinan Perumpeng dan Berang;
b, Seksi komunikasi dan Informasi.

Bidang Pengendalian dan Opsrasional terdi dari:
4. SeksilaluLintas;
b. Seksi Penyuluhan dan Ketertiban Latu Lintas.

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana tegdiri dari:
a SeksiK .
. Seksi Terminal, Perparkiran, Perbengkelan dan Pengujian Kenderasn.

Bidang Pariwisatz
a. Seksi Perizinan dan Perhotelan:
b. Seksi Pengembangan Patiwisata,



Pasal 43

Tugas pekok, fungsi dan uraian tugas Bagian, Bidang dan Sub Bagimn, Seksi
akan diatur lebib lanjit dengan Peraturan Bupati;

) Bogan struktur organisasi Dinas Pertubungan Dan Pariwisata Kahupaten Acch
‘Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian tak
terpisahikan dengan Qanun ini.

Bagian Kesembilan

DINAS TENAGAKERJA, CATATAN SIPIL DAN
KELUARGA SEJAITTERA

Paragraf1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 44

binas Tenaga Kerja, Calatan Sipil dan Kelnarga Scahters merupakan unsur pelaksana
emerintah Dactaly secarz Otonom dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
Jan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 45

rws rcnaga Kg,]a, Ca,hb-m Sipil dan Keluarga Sejaltera mempunyai tugas
i dibidang Teaaga Kerja Kependudukan,

“atatan Sipil dan Keluarga Sejﬁhiem.

Pasal 46

Dalam menyel ! ‘hagail timalcsud pada Pasal 45, Dinas Tenaga
erje, Catatan Sipil dan Keluarpa Sejahters mempunyal fungsi:

b pelaksmmanumqankemmsu}mnduna

b. pcmmusank:bmkanujuus danpm&-alaﬂnd\b dﬂné_te,])aga leerje, catatan sipil,

i dan keluarga sejah




m

peny\xsunmpc]a}mnmpmgnmdlmdanglwkea ra, kependudukan, catatan

sipilransm i dan keluarga sejal i dengan tugasriya;

penyelesaian perselisihan perburuban sesuai dengasn ketentuan peraturan

penudang-undangan;

petnbingan, peryuluhan dan pelaihan, itan ketenagekerjaan yeng trampil

dan mandiri;

pengawasan pengendalian dan pemantauan terhadap pelayanan, perizinan

dibidang ketenagakerjaan;

penempatan dan penyuluhan serts melakukan pembinaan pada dibidang

transtnigras;

pengeiolaa.n administrasi umum, vang melipui pck:qazn ketatausahaan,
ian,  keuangan,  perlengkapan/p ,  orgamisasi  dan

ketatalaksanasn;

pembinasn ugit pelaksana leknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai

dengan lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengzn bidang tugasnya,

Paragraf2
Susunan Organisasi

Pasal 47

Susunan Otganisasi Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan K eluarga Sejahtera
terdin dari:

. Bidang Tenaga Ketja dan Penpawasan Industrial;
. Bidang Catatan Sipil;

Bidang Transmigrasi;

Bidang Keluarga Berencana

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Fmee e e




Sekretaris terdir dari :
4. SubBagian Umum dan Kepegawaiai;
b, SubBagian Perencanaan dan Keuangan,

() Bidang Tenaga Kerja dan Pengawasan l-‘ldlle‘ri?;lOeldiri dari:
- 4. Seksi Pembinazan Tenaga Kerja;
b. Seksi pengawasan.

) Bidang Catatan Sipil lerdiri dar:
; a Seksi Pelayanan;
b. Seksi Kependudukan.

(5) Bidang Transmigrasi ;
a. Seksi P G
b. Seksi Penyuluhan dan Pernbinaan;

‘(6) Bidang Keluarga Sejaltera terdini dari:
4 Seksi Pemberdayaan & Kescjahterasn Keluarga:
b, Seksi Penyuluhan.

Pasal 48

(1) Tugas pakok, fimgsi dan uraian tugas Bagian, Bidang dan Sub Bagian, Seksi
akan diatur lebik lanjut dengen Peratoran Bupati:

(2)  Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan keluarga
Sejalitera Kabupaten Aveh Tamiang sebagaimana tercanfum delam Jampiran
DX memupakan bagian‘tak terpisablan dengan Qanun ini.

Bagian Kesepuluh
" DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Paragrafi
Kedudukan, Togas Pokok dan Fungsi




Pasal 49

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortilultura merupakan unsur pelaksana
Permerintah Dacrah secara Otonom dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bopati mefalui SEKDA.

Pasal 50
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura i trigas melak an
kewenangan desentralisasi dibidang Pertanian Tanaman, Pangan Dan Holtikartura.
Pasal 51
Dalam menyel t dimaksud dalam Pasal 50, Dinas Pertanian,
Tanmmang,aanHomkuleanmmpmwal fengsi;
a. ueu sn‘
b. ]" k knis dan pend: dibidang Pertanian, Tsnaman Pangan
dan Hortikultum sesuai dengan tugasnya;
. anjn{sll!!ahl’mg‘mnlkegn tuhunan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan
Hortikuttura den penynfuhan;

d. Penyusunan standar pelayanan dalam bidang pertanian, tanaman patgan dan
hortikultura, penyuluhan pertanian serta Bina Program sesuad kewenangan
dacrah dan kebijakan yang diteﬁapkannlch Bupa‘h,

e Pengkajion perrapan teknoiop anjuan p tamaman pangan dan holtikafuzs
ditingkat usaha tani; 3

L Melakukan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan, pada Bidang Pertamizn
‘Tanaman Pangan Dan Hortikultura;

g P p datiand hadap pet petizinian dibidang
Jewirausahazn tani serta pembangunan usaha tani;

h  Pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, |
kepegawaian, keuangan,  perlenglapan/peralatim,  organisssi  dan |
ketatalaksanaan;

i Pm-nhinaanUuilPclakmmTukniwﬂiuasdmlﬁ:kmwk]a{mmm(-‘ungsiwniseml
dengan lingkup tugasnya: dan




. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
denpan bidang tugasnya.

Paragraf2
Susunan Organisasi

Pasal 52

(1) Susunan Organisasi Dinns Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura terdirt
dari:
a. KepalaDinas
b.” Sckretaris;
c. Bidanp Tanaman Pangan Dan Hortilultura;
d. Bidangl(mh:ﬁanangan;
¢ Bidang Penyulthan Perfanian;
£ BidangBina Program;
g Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
b Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)  Sckretaris terdici dai:
2. SubBagian Umum din Kepegawaian;
b.  SubBagjan Keuangan.

(3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura teedini dari:
a  Seksi Produksidan Perlindungan;
b. Seksi Pengembangan Lahan dan Bina Usaha.

(4)  Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:
a  Seksi Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
b.  Seksi Penpkajian dan Distribusi. :

(5) Bideng PesyaluhanPentanian dard:
a.  Seksi Kelembagaan Tani;
b, Scksi Penyulublan.




(6)  Bidang BinaProgram Terdiri dari;
a.  Seksi Perencanaan dan Lirbang:
b. Secksi Evaluasi, Datadan Pelaporan,

Pasal 53

@y Tugaspokok, fungsi dun uraian tugas Bagian, Bidang dan Sub Bagian, Seksi
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupaliz
()] Bdgans&uklur organisasi Dinas Pt.ﬂamim_ Tanauman Pasgan Dan Hnmkuhur—
Kabupaten Acsh Tamiang tyen dalam lampiran
bagian tak terpisabkan dengan Qaun ini,

Bagian Kesebelas
DINAS KEBERSTHAN, PERTAMANAN, LINGKUNGAN HIDUP
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Paragrafl
Kedudulan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 54
Dinas Kcbersiban, Pmnmanam Lingkungan Hldup dan Pemadam Kebakaran

crupakan unsur h Daetah secara Otoniom dipimpin aleh seorang
Kepalayang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melahi SHKDA.

Pasal 55

Dinas Kebersihan, Pertanmanan, Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran
mempunyai tugas melaksanakan kewenauéan desentralisasi dibidang Kebersihan,
Pertamanan, Pemnadam Kebal di k Hidup.

Pasal 56

Dalam 1 Kan tugas imuna dimaksud pada Pasal §5, Dinas




Kebersihan, Pertamanan, Linglamgan Hidup dan Pemadam Kebakaran mempunyai
S
pelaksanaan urosan ketatausahasn dinas;

a
b, perumusan kebijukenteknis dibidang kebersihun, pertamanan, linglungan hidup
dan pemadarm kebﬂlwmn sesual dﬂnn,nn tugasnm.
& 1 1 kebersihan, L Linpkungan
H1d|1p Pemadam Kabﬂmmn dan dengan tugasiya; :
d. i an dn permelih tamman d lampu jalan;
bt i

e penyizpanbah pedoman dan petunjuk teknis per
pemenfaatan, pmga]n].:mtempalpcmbuungmakhu sampah;

f  pengawasan, pengendalian dan pemantavan techadap kebersihan jalan dan
Tinglamgan:

& pengelolaan administrasi mmum, yang meliputi pekenaan ketatausaliaan,
kepegawaian, keuangan, perlengkepan/peralatan, organisest  dan
Kketalalalsanaan; i

L pembinaanunit pelaksanatekais dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan Hingkup mgasiya: dao

L pelaksanaan mgas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.

Paragral2
Susunan Organisasi

Pasal 57

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan, Lingkungan Hidup dan
Pernadam Kebakaran terdiri dari;

Kepala Dinas

Sekretaris;

Bidang Kebersthan;

Bidang Pertamanary;

. Bidang Lingkunpan Hidup;

Bidanp Pemadarm Kebakarat;

Unit Pelaksana Teknis Dinas;dan

h Kelompok jabatan Fungsional. ~

(1

R
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Sckretarfs terdir dai :
a. Sub Bagian Unum dan Kepepawaian;
b. SubBagian Perercanzan dam Esuanpan,

Bidang Kebersihan terdini dari ©

. Seksikebersihan Yalan dan Lingkungan;

d. SeksiP kutan dan B Per
Bidang Pertamanan terdiri dari:

a, Seksi P Jol: Per danLampu Jalan;

b. Seksi Sarana dan Prasarana.

Bidang Lingkungan Hidup terdir dari:
c. Scksi Pencegalian Dampak dan Rehabilitasi;
d. Seksi Supervisi dan Pengendalian.

Bidang Pemadam Kebakaran;
a. Scksi Operasi dan Siaga ;
b. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Racun Api.

Pasal 58

Tugas pokok, fungsi dan uraian tuges Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi
akan diatur lebif lanjut dengan Peraturan Bupati;

Bagan struktur organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan, Lingkungan Hidnp
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Tamiang schagaimana tercantum
dalam lampiran XT merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini

Bagian Kedua Belas
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi




] Pasal 59

) UPTD adalahunsur pelaksana teknis operasional Dinas;

) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di baweh dan
berlangpung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional
dikpuordinasikan oleh Camat setermnpat;

) Kedudukan dan wilayah kerja serta pembentulen UPTD diawr lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati sesuai dengan analisis jabatan dan kebutwhan beban kerja.

Pasal 60

FPTD mempunyai tugas: tugas kekmi: ional Dinas yang
hetnpunyai wilayah kerfa satu atan beberapa kecarnatan.

Pasal 61
brituk 1 leng kan tugas i Jimaksud dalam Pasal 60, Unit UPTD
perpyal fngsi:
Pelaksanaan sebagian tusss eperasional Dis i dengan linghu 3

Pela]wdmml unsan ad.nwum1, dan
P kedinasan lainaya yang diperintahkan olch Kepata Dinas
fesuai dLnganbldBngEfﬁll\l

Paragraf
Susunan Organisasi

Pasal 62

) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
a. Kepala:

b. Petugas Adminisasi;

€. Pelugas Operasional, dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.




{2)  Penjeharan tugas pokok dan Fungsi UPTD diatur lebih Janjut dengan Peraiur,
Bupari,

BABIV
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 63

Kelompol Tahatan Fungsional pade Dinas-Dinas Dascrah mempunyai tug
melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kealilian dan kehutiuhan,

Pasal 64

(1) Kelompok Jabuten Fungsional tedivl darl sejumlih lensga fiungsional vang dian
dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undengan;

{2} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksid el aat { 1) dipinip
olek searang tetiaga fungsional senior yang ditinjuk oleh Bupati dan bertanggyig
Jawab kepada Kepala Dinas;

{3} Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksad pada ayat (1) ditentukes
berdusariean kebutuhan dan bebar kerja;

(4} Jenis dan jenjang jzhatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {1
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;dan

(5)  Kelompok Jabatan Fungsional mempunnyai tuges sesuai dengan Peratura

Perundang-undangan.
BABY
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Eselonering
Pasal 65

{1}  Kepala Dinas adalah Jahatan esclon T1b,




" (2)  Kepala Bagian dan Kepale Bidung adalah Jabatan Eselon L.,
(3)  Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah Jabatan Fselon
Vaay
(4)  Jabatan Kepala Tata Usaba pads Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sckolah
| Menengah Umurn dan Sekolah Kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikanadalah
Jabatan Fselon V.a; dan

Bagjan Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 66

(1)  KepalaDinas diangkat dan diberhentian oleh Bupati atas usul SEKTIA:

(2}  KepalaBagian, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oléh Bupat atas usnl
SEKDA;

(3)  Kepala Sub Bagian, Kepala Scksi den Kepala UPTD serta KTU, SLTE, SMU
dzn Kejuruan di lingkunpan Dinas Pendidikan diangkat dandiberherdikan oleh
SEKDA atas pelimpahan kewenangzn dar Bupati,

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 67
Segala biaya yang diperlukan untuk : kegiatan Dines dibebanlcan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Acch Tamiang serta
sumber-sunber lain yang sal dan tidak mengikat,

BAB VIO
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Selama belum ditataplkan Peraturan Pelaksanazn dari Qanun ini, semua ketentuan yang
adadinyatakan tetap bertala sepanjang tidak bertentangan deagan Qanun ini.




BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

(13 Penctapan jenis dan jumish UPTD akan ditetapkan kemudiap dengan Peraturan
Buopati;.

(2) Ketentuan mengenai Cabang Dinas Pendidikan yang ada di Kecamatan,
dlinyatalan tidak berlaky lagi sejak Qanun ind ditetapkan;

(3)  Penjabarn hugas pakol: dan fungsi Dinas ekan diatur lebih lanjut dengan Peraturn
Bupati;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70
Tlal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun int, akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati scpanjang mengenai dl memmperhatikan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

Pada saat Qunun ini nulai berlak, segals kelentuan yang bertentangan dengan Qaman
ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagl.

Pasal 72

Qanun ini mudai berlaku pada tanggal diundangkan.
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